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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALQ

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

EENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI GORONTALO

TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| GORONTALOQ,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Gorontalo Tahun 2024-2043;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68356);
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. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 6856);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilavah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833] sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Penataan Ruang [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi,
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dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
329);

10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

12.

13.

14,

15.

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330];

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta
Rencana Tata Ruang Wilavah Provinsi, Kabupaten, dan Kota,
serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten /Kota (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326];
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021
tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesgia Tahun 2021 Nomor 1484);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomaor 701}, dan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 391);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH FROVINSI GORONTALQ

dan
GUBERENUR GORONTALC

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024-2043.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat vang selanjutnva disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia vang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ruang adalah wadah yvang meliputi ruang darat. ruang laut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayvah, tempat manusia dan makhluk hidup lain,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan
sistern jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarki memiliki hubungan fungsional.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang vang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil
perencanaan tata ruang,

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi vang selanjutnya disebut
RTRW Provinsi adalah RTR vang bersifat umum dari wilayah
provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Nasional,
Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Nasional.
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8.

10.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

HSN

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan
daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, vang
merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur
terkait, dan vang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional.

Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil vang
membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan Gorontalo,
Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang. dan pengendalian pemanfaatan ruang,

. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur

Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengawasan Penataan Ruang adalah upava agar Penvelenggaraan
Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewiwjudkan tertib Tata Ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang selanjutnyva
disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTE,

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya
disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.

Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana
vang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan
perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola Ruang
pada kawasan perencanaan vang memuat kegiatan yang boleh
dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya
dapat dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Konfirmasi Kesesuaian Ruang
Laut, dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut.
Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian
antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain
RDTR.

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat SPPR adalah upava menyelaraskan indikasi program
utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen
rencana pembangunan secara terpadu,

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait vang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
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